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PERATUNAN DAERAH KABUPATEN ACEI{ SINGKIL
NOMOR l0 T.llll 000

TENTT\iG

PEIIll, ;1UI(AN SUSUNAN ORGA,\Ii \ 1iI DAN TATA KERJA
DINAS PtrKI I.IJAAN IJMUM PENGAIRAN K.\BUPATEN ACEH SINGKIL

\ . nLmbang : a

I I:NGAN RAHMAT TI,'}'TN YA]\C MAHA ESA

BUPATI ACEI{ SINGKIL

bahwa dengan semakin psar:r1a pcrkcmbanga,r tugas pem€nntahan dan

pcrxbangunan dibidang Pckerja: Umum, mak3 untuk kelancarrn
penyelenggaraan psnerintahan s.- ' berdaya guna dan berhasil guna

Jrpandang perlu melakukan pemek n Dnas Pekerjaan Umum KabupatcD
.\reh Sinskil
b. iFa loluk maksud tersebut, perlu . *ipk"n dalam suatu P€rotlra.1 Dseiah

lli mg-undang Nomor 1l Tahun I ! , lentsng PengaEan (Lernbaran Negara
'i N 1974 Nomor 65, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3046);
Un, .Lg-undang Nomor 13 Tahun 1980, tall2ng Jalan (Lernbaran Negara

Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negars Nomor 3046);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan P€mukt'nan
(I-embaran Negara Tahlm 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nregara

Nomor 3469);
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Rusng (Lembaran

Negua Tahun 1992 Nomor I I5, Tambahtn Lernbaran Negara Nomor 3501);
l,:ndang-undang Nomor 14 Ta-hun 1999, lentang Pembenh*an Kabupaten
Daerah Tingkat tr Aceh Srxskn,
l- llng-undang Nomor 22 Triru.r 1999 !$!ang Pemerrntahan Daerah

i ii,,rran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

I or 3037);
P,r uran Perndinbh Nomor 22 Tahun 1982 tenLang Pengaturan Ar
(L. ,iaran Nesara Tahun 1982 Nomdr 37, Tamb0han Lembaran Negara

Non,or 3225);
Pcrdiuran Pemerintah Nomor 23 Tahun 1t82 tentang fuasi (Lembaran Negara

Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lernbarai Negara Nornor 3226);
PerabJran Pemetintah Nomor 26 Tahun 1985 ientang Jalan (Lexnbaran NeBera

Tahun 1965 Nomor 37, Tambah&l L€mbdr0n N€ara Nomor 3293):

Pcratur&1 Pemerjntah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Scb;;r-_
Urusan Pernenntahan dj Bidang I'eker1aan Umum Kepada Daerah (Ler-.r.-.
l.lcgara Tahun 1987 Nomor 25, Tambaha,l Lernbaran Neg€taNomor 3i j,i
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-. at Da€rah adalah Dewan perwahlan Ral(v.ar Daeraht'
Drnes Pekerjaan Umuln Pen8airan adalah Drnas pekeqaan Umum pengairrn
Kabupaten Aceh Singld.
Kepala Dn&s adalah Kepala Dinas pekerjaan Umu.,n KabupaE! Ac€h
SnEkil

BAB tr
PEMBENTUKAN

Dengaa Peratuan Daenh ini dibentuk Drnas
Kaln .rten Aceh Singkil.

Pek€As:s- tJr?ruE- Peqgairan

f

(D.

(2).

BAB Itr
Baglsn Pertsm r

K€dldukrn, Tugas dan F.ungsl
Pasd 3

Dina. B€kelj6t {lfiiIrn Per€sirsn adslah ull'ur PelobsDa p€$erintah
Da€nh di Bidqg Pqryairan
Drnas Felcrjran-Unnnr Peogeisn dipirbpiD obh K€pala Dhas, ysng berada
dl bawah dan benenggung j6wab kcpsde Bupsti

pasrl 4

Dinar Fctcrjdr UmuEl P€ogairan mcoprEyai h€as rDsryeteigarakan sE_bagian
unrsrn rumsh tlr)gga Daerah dan h.E6s pembantuat diborikan ;leh psnerhtah
Daen\ dan Penerintah Dser-ah Plopinsi di bidang peogair&.

Prssl 5

Unh* meny€lenggarakan tugas sebagaimana dimaksd pada pasal 3, Dines
Pd(gjsr Ljdiiln PdBairaD rnempunysi fxgsr :

a- Perun saq psencanaan kebijaksewlrl t€lais pembanguurr pengelolaaD,
pembinaar\ panberiai bimbingan serta p€rijiiar s€suai aengan tciUrlatsaraan
yaflg djtetipkan Bupati.

b I,$gawasan dan pcngendajja]1 tct s djbidaig pengairan sesuai d€ngan
| .Drjakssnaanyary diterapkan otetl Bup d pengelolaa.,r Tara Usaha Dinasc cngelolaan Cabatg Dinas dsn Unit?etaks€na Tetais Drias

Blgirn Kedut
Susul!n Orginbasl

prsd 6

(l) Sr8unan organis&ri Dinc PekerFra]em pengairdl rerdiri dari :

a Kepala DrEs.
b. Sub Bagian Tata Usiha.
c. S€l..si Pelr$.r€wun
d Seksi Operasi dln Psnelihaaarr

Sek$ Bina Manfaat



I l. Peraturan Pemerintah Nomor 2i Ta.hun 1990 tenlang Pengendalian Psncemaran
Ar Q.embaran Negara Tahur^ .99C Nomor 24, Tambahan Lernbaran Negara
Nr-rmor 3409);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3j Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3441),
13. Peraturan Pemerntah Nomor 35 Tahun l99l tentang Sungai (Lembaran Negara

Tahun l99l Nomor 44, Tambalaa ;q-nbaran Negara Nomor 3Aa5);
14. Pcraturan Pemerintah Nomor .i-' -..-^.';.n 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi

I-)r:r':rh dengan Titik Berat Pada Da,:ah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun
i !, )L Nomor 77, Tambahan Lerc'oaran Negara Nomor 3487)',

15. R, '-rtusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi
.r., rrtemen;

16. Kel l,rsan Presiden Nomor l.5 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi
Departemen, sebagaimana telah crubah te,rakhr dengan Keputusan Presiden
Nomor 58 Tatrun 1994;

17. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tortang Penyerahan

, Prasarana Lingkungan Utrlitas Um'.rm dan Fasilftas Sosial Perumahan Kepada
Pemenntah Daerah;

18. Perantwan Menleri Pekerjaan Umurn Nomor 58/PRTi l99l tentang Pelaksanaan
Panyerahaan Sebagian Urrxan Penerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
Kepada Pemerintah Turgkat I dan Penrrntah Tingkat tr;

19. Fcr anturan Meurteri Pekerjaan l-.:ium Nomor 58/pRT/1991 tentang
I:,:,r iicienggaraan Pembinaan Tdors c:_. Pengawasan Telaris Bidang Pekerjaan
l-'r.,un Kepada Dinas Pekerjaan Umur::,

20. K r'rlusan Menteri Dalam Nega-: ..-.nor 39 Tahun 1992 tentang pola
Org'r rrisasi Dinas Daerah;

21, Keputusan Menteri Dalam Negeri \c::::r 92 Tahun 1992
dan Tata Kerja Departemen Dalam \egeri;

22 Keputusan Menteri Dalam Negen \omor 97 Tahun 1993
Pemerntah Daerahdan Wilayah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri \-omor 80 Tahun 1994
dan Taia Kerja Dinas Lrngkup Pekerlaan Umum Daerah.

tentang Organisasi

tentang Organisasi

tentang Organisasi

lvlenetapkan

Dengan Persetujuan
DE\\"1.\I PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGIflL

IUEMUTUSKAN

PER,i.iI;RA,N DAERAH ACEH SINCISL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSU-\.iN ORGANISASI DA-\ TATA KERJA DINAS Pt{<ERJAJ.D{ [, ,

uM{_B{PENGAIRANACEH SL\cKtT, ,.t1 .

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimai<sud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
b. :' rerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
c . , '.:r Kepala Daerah adalah Bupati .Aceh Singkil

(t



f. CabangDirns.

C. UnitPelaksanaTeknis Dinas (JPTD).
h. Kelompok Jabatan Furgsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas P-eJccrjaan ufirum Pengairan adalah
sebagaimana tercantum pada larlpiran Keputusan ini

Paragraf Satu
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub lragian TaLa Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan UmunL
kepegari.aian, Kerungan, Peralatan dm Perlengftapan

Pasal 8

Untuk melaksanakan brgas sebgaimana dimalsud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata
Usaha mempunyai frurgsi :

a. Penyusunan Anggaran Drnas, pr . am dan rrclaporan serta Ketatalalcsanaan
b. Pengelolaan administrasi kepegau,ai,'. keuangaq peralatu1 perlarglopan

dan perbekalan rwnatr turgr. pcr'r usunan pedoman dokumentasi dan
l\::pitstakaarr

c. ' l,ajian data dan informast, ' )ungan masyarakal waluasi dan
. I rvelenggaraan inventrisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum.
b. Urusan Kepegpwaian
c. Urusan Penlatan dan Perbekalan.

Pasal 10

(1) ' .;2r lJmum mernpxuryai tugas nr'laksanakan surat menyurat, kearsiparl
.. pedisi, penggandaar\ rumah tang& administrasi perjalanan Dinas,
p. alatan dan perlengkapan kantor serta administrasi keuangan..' (2). L,r::san Kepegawaian mempunyai hrga.s melaksanakan pengolahan
adr,rinistrasi Kepegawuan5 men)rusun pedonan dar peujuk ketatalaksanaarL

Pengurusan dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi
serta huburgan masyarakat.

(3). Urusan Peralatm dan Perbekalur mempwryai tuga.s msn) rsrn rencana
keb$uhan barang dan peralataq melaksanakan tata usaha barang, pengadaarg
pembinaan penggunaaq Fryudangaq pemeliharaan, dislokasi dan distibr:si
barang dan peralatan, penghapusan peralatarr, serta pelaksanaan urventarisasi.



Paragraf Dua
Seksi Pembanguntn

Pasal 1l

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melalsanakan sebagian tugas Dinas

Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang pembangunan pengairan.

Pasal 12

Uni: menyelenggarakan tugas sebaga::lana dimaksud pada Pasal 10, Seksi

PernL': Junan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan survey, penelitian da:. pernetaan, rencana teknis dan program

pelaksanaan".

b. Melaksanakan pengawasar\ pengendalian, kegiatan pembangunaq

peningkatan dan rehabilitasi serta pembangunan jarirgan irigasi , sungal'

rawa dan pantai.

c. Pemantauan dan waluasi darnpak serta manfaat pembangunan pengalran.

Pasal 13

Scl , i'embangunan terdiri dari :

a. rLb Selsi Perencanaan Telcris.

b ' ,b Seksi Pembangunan dan Peninglii:"...
c. S; ,, SelcsiRehabilitasi.

Pasal 14

Sub Seksi Perencanaan Teknis ncempunyar tugas melaksanakan survey,

pemetaan, perencanaan teknis, peneltian dan penyelidikar:, studi kelayahan

dan amdal, pemantauan dar evaluasi dampak serta manfaat pembangunan

pengaran.
Sub Seksi Pembangunan dan Pearykatan mempunyai tugas melalcsanakan

pembinaan pengawasan, penpnCalian dan pelaksanaan kegiatan

-:mbangunaq peningkatan dan pengembangn jarinpn irigasi, sungai, rawa

Jta pailal.
-b Seksi Rehabilitasi mernpur;a tugas menyusun program pelaksanaan,

':nyelenggarakan pembinaan, p€agawasarl pengendalian dan pelaksanaan

..:giuan pa'barkan janngan Hptt, suigti, rawa serta pantar.

Paragraf Tiga
Seksi Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 15

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mei; :nyat tugas melaksanakan sebagtan tugas

Dinas Pekeqaan Umum Pengairan .ceh Singkil dr bidang operasi dan

pcmeliharaan.

Pnsal 16

U:r r rk menyclenggarakan tugas sebagairrana

Opcrasi dan Pemeliharaan mempunyai f.rngsi :

(l)

/")

(

dimaksud pada Pasal 14, Seks:



a. MelakseBkan pembmaef pengawassA pengendalian da.,1

k€ratan operasi serta ptmeLfieaan pengairwr
b. Melaksankan pogumpulsn dala dan peaelitian penSgunaan atr,

scd! inventarisasi banglllar psuairar
c Pcngelolaan hrdrologi dan pengerdalian ku,nihs srt
cl P; elolaan penerapar IPAF-
e. P. .ksafian penarEgulangm akibat bencand alam

prlrt l7

Sel6i C!€rasi dan Psnelibanan lediri dan :

a Sub Seki Operlli
b Sub Seksi Pemel'haraar
c Sub Seki IPAIR.

pclaksnaan

P&sal r8

(l) Sub Sdcsi Operasi memprnya !:gas melakanaka petryu'Iaf, podcEcatr
tr.- tadaksal4 pa€htian dibidang cp€r-dsi hi&ologi d:n bidmcti

ngawasar dan pog€ndalio kualiras air d&l surnber air, kEgla& e€rdsi,
L r Umar serra menyiapkan bhan kegiat3n pantia peDgail!!

(2) I rb Selci Pemelihaa$ metnpury:,i tugas inctalcaiaka pqarrna.m
terris, pernbhaar\ pengaw84 pfr€adatian dm p€lrtsaDrao kegidan
perneliharaan pogai,ral irventarisasi kcrdisr baguno pagairrD setta
penar€gd$gan akibBt bcncana alam.

(3). Sub S*si IPAIR manprnlai tugas delaksaDalcn pr€reL pandaraar &n
dokunertasi, invenwisoi serta pengelola.d FneraFn IPAIR

Plragrsf Empst
S€ksi Blna Mrnflst

Pserl 19

SeL,i lina MrD:[aat memPln]"i tugas nelaksanakan seb€ian tugas Dinas
Pelul.;. u Umum Pergairan Daa-ah dibidang pvmanfaatra pcrgairur

Pesal 20

Unh* rDeryelergui.kan ogas sebogaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Bina
Manfaat mmpuryai ilgsi :

a. MelaksaBlan penbinaar\ pftga*asan dar Fngeodalian p€mb€n$nuq
p:rilgksLn &n re.trabilitasi irigasi kecrvp€dessar! ingasi ai_r hlla\ serr!
lanngan tersi€r.

b Peogelolaan FriaDan pogawasaD at dal sunber air sst! rekomandasi
perizinm pqLdnbrDgan bahsn Flian colongan C pi& alLr srl€ai

c P:mbinaa! latilan dan lErDrufuhsll p€nijauar! panertauar dan elaluasi serta
d., .r.aL pembegrElEl pengaire!

Prsal 21

Sekr i, : Manfaat terdiri d,ari l

a Sub Seksi PerEairan Pedesaaa



b. Sub Seksi Perzinan;
c. : rb Seksi penyuluhan. 

pasal 22

(l) iiub Selsi Pengakan Pedesaan mer,rpunyai tugas melaksanakan perencanaan

knis, pembinaan, pengawaeii, pengendalian dan pelakanaan

p .rnbangunaq peningkatan dan rehat'ilitasi iripsi kecrVirigasi pedesaar;

ir igasi air Lanah sertajaringan tersier

(2) Sub Seksi Perizinan mempunyar h€as melalaanakan pendataan,

dokumentasi, inventarisasi, perizinan dan pengaw&san penggunaan ar
permukaan dan sumber atr, relcomendasi perizinan serta Pengawasan

penambangan bahan galian Golorgan C pada altr sungai.

(3) sul seksi Penyuluhan memprnyai tugas melaksanakan pembinaan"

pelatihan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengelola serta pemanfaat

panga[an.

. Paragraf Llmr
Cabang Dinas

Pasal 23

(1) I.--" Orgarusasi Dinas Pd:eja:n U:num Penpiran dapat dibentuk I (satu)

a';:u lebih Cabarg Dinas Pekeqaan Um'ln Pengairan Daerah.

(2) Pernbentukan Cabang Drnas Peiie4aan Urnum Pengarran sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) berdasar kebufuhan daerah yang bersangkutan dan

memenuhi kritena vag ditaapkan oleh Ment€n Dalam Negen.

Paragraf Enam
Unit Pelalsana Teknis D i'i as

Pasal 24

(1', :r., ;r Organisasi Dinas Pekerjaan Umur:i Pengairan Daerah dapat dibentuk I

i r:::

(2) ;' asarkan kebutuhan

Dr an dan memenuhi

knteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalarn Negeri.

Paragraf Tujuh
I - -' "mpol< Jabatan tr'ungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Frnpional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sezuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BA
PENGANGKATA} .A1T,I JABATAN

Par

(l) Kepala Dinas Pekerjaan lJmum Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh

Gubemur Kepala Daerah Istimewa Aceh s rsul Bupati



(2) Kepola Cob.rs Drm drn Kep.la i,. I,elaksea Teknis Dina dian8kar d3n

dibcfientilun olch Bupali sras usul K( ,!Dirus

BAB V
TATA KDRJA

Pos.l27

Dalanr melaklaj)akall tugasnya, Dinas P€nrairan Umun PoDgaual Unit Pelaksina
Teknis D,nas, Kelonpok Jab€bn Fussional dan Cabang Diras wajib nenerapkan
Pnnsip Koordinasi ba* dalan Lngku€sn masng.masing maupun anw Sartuan

OaanLsesi sesuai deEan Nsas masins-masing

Prsat 28

(1) Kepala Dinas m€lsls3nskan n€a-$ya berdasarkan kebijaksanasn yang
ditet pkln olch Bupati.

(2) .,:epala Dut&s diwajibk.n mcinbc, " u p.nElulq r!.rnbina. mcnbr,Tbing
dan maryel€saikan pckcrjaan usur-u.rsur p.mbanru da.1 pellks..na yar€
lerada dalsd linskuiEan din&snya

(3) .ietlap Pimpinsn O8anisasi dnr.igkunean din&s waJib mclalGanakan
Ie]1gawaiilr Mcl.tat (Wdka!}

p!s!t29

Apabila Kepala Dinar tidak dapal menjal&k€n Dlsaq.a kare'D b€rhalagaa
haka K€pala Dinas at mcrNnjuk Kopala Sub Bogis! atau s.lah $$ Kcp,la
SdGi Fns tdh! dsn lcrriiggi psnEllhryo u!n& msw.kili Kcpl. DiD!' ds€.n
persetujurn Bupati

I}AB VI
Ketcntu!n PeDutup

Pisat 30

Hal-ha: yang beium diatur daLarn Pe{aturan Dsdah ni, akan diatur tqsendiri
dagan Keputusan Bupati sepahjang mcngcnai p€ralursn pelaksanaamya dengan
mcmpcrhadkan k€tmtuan dsn pedoman yang bcrlaku

prsll3l

P€raD.rran Dasra} ini mulai berlaku pada dggal diundargkan, agar seriap o.ang
mengebhuinya memerintal*ar p€nglrnrrngan P€rooran Dacrah ini dengan
pencmpatannya drlam Lcmbaran Dacrah Kal,upalcn Acell Sinskn

DITETAPKA}:DI I SINGKIL
PADA TANC'IAI r 2l nlNI 2000

BUPATI ACEH SINGKII,

Cap,D to

H. ]VIAKMUR SYAHPIJ'TRA. SI{

Diurdanskan Dahm Lo,bTsn Di.ralr Kabupacn Aceh sin8kil
Noho! l5 TahDI 2000 ScriD Nonor 2

Pada l dEs:l2l J6j 2000

SK GIIBA No PcB azt 21069t99'tEl 22-'t -tgss
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